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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DBUFATI BANYTIMAS,

Megimbung  © 2. bahwa denpan selh ditciapkannva Peracuran
Pemerintah Nomaor £ 'labun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkal Dacrah maka tugas pokok,
fungsi, susuren orgamsasi dan s kerja Dinas
Kehutanan dan Perkebomsn Kabupaen Banyumas
schapaimans diur dalam  Permpuran  Daerah
Kahupaten Banymoes Nomer 23 Tehun 2000
tentace, Pembentukan, Susunan Orpanisasi  dan
Tatx Kerja Dins Ducrah Kabopaten Bamyumas
sehugammma  divkah dengan Peratugan Daerh
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 sudah
tidak sesumi Ingi;



Mengimgat

(I} ]

hahwa sehubungan denpanhal etsebut diatas, maka

perlu ditetapkan Perabisn Dacrnh  Kabopaten
Eanyuomas temang  Pembenmukan, Sosupan

Organisasi dam Twta Rerja Dings Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Bamyumas.

Undang-undang Momor 13 Tahun 1950 tentang
Pombenmkan Daerab-deerah  Babupaten  [Rilam
Lingkungan Propinsi Fawa Tengah:

. Undang-undang Nomor 20 Tahan 1999 fentang

Pemerinmhan Dacrah (Lembaran Neparn Thhun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Mapara
Womor 3839,

Peraturan Pemerintah Mo 16 Tabhun 1994 1enkang
Jahatan Fuongsional PFepawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72,
Tumbahin T embaran Negara Nomor 35470

Peramran  Pemerinah Momor 25 Tabwn 2000
tenlang  Kewenangan  Pemerintah Pusat dan
Kewenangan Dropinst schepai e Oonom
{Lemharan Megara Tahun 2000 Nomor 54,
Tarabahan Lembumaa Megara Nomor 39323

=

5. Peraturan Pemerintzh Momar 8 Tahun 2003 AT
Pedonan Crgenisasi Perangkat Deermh (Lembaran
Megara  Idhun 2003 Nomor 14 Tambahan
Lembaran Negars Momor 4262,

t. Eepulussn Bersama Menteri Peodayva gunaan
Aparatur Negara dan Menleri Dalam  Negeri
Muomor: 0L/SKBM PAN//2003 Nomor 17 Tahun
2003 wntang Petonjuk  Peluksanaan Peramuran
Pemerintah Nomor & Tahun 2002 lentansPedarian
Organisasi Peranghat Daemah dan Peradiran
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tantang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindubun dan
Pemberhentivn Pegawai Megeri Sipil;

Nengan persetujuan

NEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEABUPATEN BANYIMAS

MEMUTUSKAN:

Menelupkan ! PERATURAN DAERAH TENTANG FEM BENTUKARN,
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATAKERJA DINAS

EEMUTANAN DAN PEREEBUNAN  KADUPATEN
BANYUMAS



RAH I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksod dengan ;

Diaerah adalab Diaerah Kabwpaten Baoyrias.

Pemerintah Daerah adalah Permeriniah Kabupaten Banyumas.
Dewan Perwakilan Rakovar Daerah yang selanjuimys disebur
DPRD, adalah Dewan Perwalkilan Rakyat Thierah Kabupaten
Eamyurmag.

Barpeti adalah Dupati Banyumas

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daeraln Hohupmiten
Baoyums,

Thrms Kehutanan dan Perkbebunen adalzh Dinas Kehatanan dan
Berkebumn Kaboparcn Banyumaz,

Kepala Diras adaluh Kepale  Dines Echutanan dan Perkebunan
Eabupaten Bamvumas.

Urit Pelaksans Tekne  alalah unenr pelnisana sebagion mgas
Drinas Kehwtanan dan Peckebunan yang memilik wilayah kerjz
satu atau beberapa kecamatan yang selanju bya disebot UPT
Jabatan Fengsional adafsh kedmiuksn yang menumukkan mgas,
ungpung jawab, wewenang dan hak ssormog  Pegawai Mepen
Sipil dalam Saman Organisas: yang dalam pelaksanaan tigasma
didasarkan pada keahlian dan atau Retramipilan terieni saifa
bersifat mandird,

BAB I
FEMBENTUKAN
Pasal 2

Deggan Persturan Dacrah ind dibenmk  Dinas  Eshutamm  dan
Perkebunan

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FINGSI
Pasal 3
Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana tugas tertentu
Pemerimzh Dacrah, dipimpin aleh seorang Kepala yang berada di bawah
da berlzng pung jawab krpada Bupati mclahei Sekretaris Thanh

Pasal 4

(1) Dinas Kebwtanan dan  Perkebunzsn mempunyai tuges  pokok
melaksanakan kewenangan di bidsng kehutonan dan perlebunan

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksed dalam ayat
{1} Dinas Kebumnan dan Perkelwnan metpunyoi fungsi:



perumusan  kebijakan teknis di bidang kehptamen  dan
perkebunan

pemyusunan rencana dan program kerja dinas ;

pelaksanzan kebkijaken eknls. pemberian bimbingan, pembinaun
danpengawasan di bideng kehutanan dan perkehunm;

pemberian perizingn dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
keburanin donperkebunzn ;

pelaksanaan inventarizasi, pendatzan dan pemniakhiran daca;

penyiapan Jan pemberian informasi dibidang kehutanan dam
perkebunan

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerineh dan swasta:
pelaksanzan onsan kerac sehaan dinas:
pambinaan terhadap TPT dalam linghup tog asmy;

pelksanaan iugas-rugas lain vang diberikan alsh Bupati,

BAB IV

SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 5

l (1) SuzumanOrganizesi DinasKehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

(2]

2.
h.

Kepuls Dinas;

Baglan Tata Usala, terdiridari:

1. Sub Bagian Unmm:

2. SubBagian Keuvangan dan Hina Program.

Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan danLahan, werdini dari;

L, Scksi Rehabilitasi Hutandan Lahan;

2. Beksi Perindungan dan Pelestarian Sumber Dava Hutan dan
Lahan

Didang Bina Produksidan Pengemmbungaa wordid dard:

1. Scks1 Bina Produksi

2. Seksi Pengembangan

Bilang , Hina Usaha dan Perizinan terdiri dari:

1. ScksiBinallsaba,

2. Neksi Perizinen.

Bidang Belembagaandan [nformasi | terdin dari:

I. Seksi Kehembugasn dan Sumber Dayva Manusia,

2. Seksi Informasi dan Komm ke,

LPT,

Eelompok Jabaran Mungzional .

Bugan susunan organisasi Dine:  Kehutanan dan Perkebunsn

-sebagaimana tercanton dilam Lampiren, merupakan bagian 12k

terpisihknn dari Peranoran Daerah ini.



BAB Y
TATA KERJA
Pasal 6

Ezpala Dinas dalam melaksafiakan tugasnyn benlusarkan kebijakan omom
yang dirctapkan oleh Dupad.

Pasal 7

Dalam melaksanakan togwsnye, Kepals Dinas, Eepala Bagian Taa Usaha,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagisn, Kepaln Scksi, Hepain UPT dan
Eelorapok Jabatan Fungsional wajib mesesspkan prnsip koordinasi.
integresi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan harisontal baik
dakam lingkungam kerjp masing-masing maupun dengan unit kerja lainnys
sesuai dempan tupas pokokin,

Pasal 8

(1] Setiap pinpinan saluan crganisssi pada Dinas Kchomnan dan
Perkebunan  wajib medgkoordinasiken  bawatmnnya  dengan
memberikan pedoman,  bimbingan, pembinaan dan pengawasan
dalam pelaksanman ugasnya,

(] Setiap punpinae sabow orgamsas: pada Dines Kehomnen dan
Perkzbunan wajib mentaati peraturan perundang undangan yemg
berlaku dan bertanggung javab kepada atasan masing-masing ceita
menyarmpirikan laporen secara berkala.

Fasal §

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas Jan tatakerja Kepaln Dinss, Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sub Bapian, Seksi, UPT dan Eelompok Jabamn
Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan diatur lebily tanu

dengan Kepuiusan Bupaty

BAB VI

Tasal 10

(1} Susunan Qrpamsast dan Tatakerja Dinss Kzhumnan dan Perkcbunan
Eabuparen Banylmas yang telal ada pada saat berlaloomyn Perumran
Dacrah i , masih wtap berlaku sampai dengan pepgisian formasi
juhetan berdasarkan Peramiran Dacrah ini dilaksanakan

{2} Paling Lama dakam wakiu 6 (enam) bulan sejak berlalunya Persturan
Daecah ini, penpisian formasi jabalzn sebopaimenn dimaksad dalam
Agat(1) hares sudah dilaksamakan.



BAD VI
KETENTUAN LAIN-LATN
Pazal 11

{1} Pembenmkan, mgas pokok dan fungsi UPT diamr lebin lanjut dengan
Keputusan Bupati;

{2} PadaTIFT dapat dibenmuk saman oreamsasi di bawah Kepala UPT vane
dipimpin cleh pejabar struktural vang pembentukan, mgas pokok,
fungzi, uraian mzas dan rincian togasava diatur lehih lamjut dengan
Kepunsan Bupati.

BARB VITI
KETENTUAN FPENLTTUP
Pasal 12

Dengan berlakuiys Peramran Dacezh ind maka kefemuan pembentkan
ruges pokok, fungs: dam susunan organisaci Dinss Eehutnan dan
Perkehunan  sebagaimana distur dainm Pusal 2 buraf j dan Basal 23
Persluran Dacrah Eabupaten Banyunas Nomor @ Tahun 2002 LEnlarg
Perubahan Peraturen Dacrah Kabupaten Bamyumas Nomos 23 Taban 2000
tentang Pembeniskan, Susunan Orpanisasi dar Tais Eerja Dinas Dazrah
Kabupaten Banyures serta dalam Pasal 22 Peraturan Daemb Erbupaten
Banyurmas Nomor 23 Tahun 2000 tentasg Pembentukan,  Stmupan
Dvpamsast dzn Tata Kerja Diras Duersh Kahopaten Banyumas dinyatakon
tidak herlaicu lagi.

Pasal 13
Peraturan Dacrah inf mula} berlaku pada tamgeal dincdangkan.
Agar setiap orang depat mengeiahuinya, memerintabkan pengundangzn
Peruiursn Dierah ini denpan penempatanmya dalum Lembarn Uaenth
Kebupaten Bamyumas. .
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